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Abstract

Arbitration is not well known, especially by the workers/laborers because of lack of internalization by the
government, trade unions/workers and by employers. So until now there has been no industrial disputes are
resolved through arbitration. With a variety of reasons the parties prefer the Industrial Relations Court (PHI)
rather than arbitration and other settlement alternatives (conciliation) even prescribed pattern that justice
can only be obtained through the courts alone. Changing the paradigm so that people do not always think
only through PHI, justice and legal certainty can be obtained (justice in many rooms) arbitration should be
empowered to propose improved regulation (amendment through MK), the institutional approach, culture,
law. Model arbitration offered so-called Arbitration Pancasila because at each stage of the examination
should be preceded by consensus, peace. Legal political perspective of stakeholders will give birth to the
dispute settlement mainstreaming regulation on fairness, expediency and legal certainty through arbitration
institutions.

Kata Kunci: Pengadilan Hubungan Industrial, Pemberdayaan Arbitrase, Model Arbitrase dan

Perspektif Politik Hukum

Pendahuluan

Perselisihan? dalam hubungan kerja® adalah suatu
keniscayaan karena setiap saat dapat terjadi pelan-
ggaran terhadap hak dan kewajiban para pihak yang
telah melakukan suatu hubungan kerja. Hubungan
kerja dibuat dalam perjanjian kerja sangat rentan me-
nimbulkan perselisihan. Bahkan objek dari perseli-

*Dosen tetap FH-UKI

2 Istilah “perselisihan” digunakan dalam UU RI No. 13 Thn 2003
tentang Ketenagakerjaan (UUK) dan UU RI No. 2 Thn 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPP-
HI). Dalam bahasa Inggris perselisihan, perkara, pertentangan
ini dengan istilah conflict atau dispute. Henry Campbel Black,
1979: 424Dispute a conflict or controversy; a conflict of claim
or rights; an assertion of a right, claim, or demand on one side.
The subject of litigation; the matter for which a suit brought and
upon which issue is joined, and in relation to which jurors are
called and witnesses examined. Perselisihan, pertentangan, per-
debatan, konflik dan sebutan lain menunjukkan adanya perbeda-
an semuanya dapat digolongkan ke dalam perselisihan (dalam
tulisan ini istilah tersebut akan dipergunakan secara bergantian
sesuai dengan konteks bahasannya)

¥ Menurut Pasal 1 butir 15 UUK, Hubungan kerja adalah hubungan
antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian
kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Se-
dangkan menurut Pasal 50 UUK, Hubungan Kerja terjadi kare-
na adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

sihan adalah perjanjian kerja itu sendiri. Perjanjian
kerja berisi jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besar
upah dan cara pembayaran, saat mulai dan jangka
waktu berlakunya perjanjian.

Dalam sistem proses produksi pihak yang terli-
bat adalah pengusaha, pekerja/buruh*yang disebut
hubungan industrial “suatu sistem hubungan yang

Pengertian Hubungan Kerja juga tidak secara tegas dirumuskan
dalam Buku Il Titel 7 A KUHPer tetapi dapat ditafsirkan bahwa
hubungan kerja lahir dari jenis-jenis perjanjian melakukan pe-
kerjaan (dalam arti luas) dan hubungan Kkerja yang lahir dari
perjanjian kerja saja (dalam arti sempit). Dari ketiga pengertian
hubungan kerja tersebut maka kata kunci Hubungan Kerja adalah
adanya Perjanjian Kerja. Unsur perjanjian kerja “perintah” (gezag
ver houding) di dalam hubungan kerja kedudukan majikan adalah
sebagai pemberi kerja sehingga berhak dan sekaligus berkewaji-
ban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan
pekerjaannya. Kedudukan buruh adalah sebagai pihak yang me-
nerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan antara
buruh dan majikan adalah hubungan yang dilakukan antara atasan
dan bawahan sehingga bersifat subordinasi (hubungan yang bersi-
fat vertikal yaitu atas dan bawah), lihat: Asri Wijayanti, Menggu-
gat Hubungan Kerja,Bandung : Lubuk Agung, 2011, h. 55-56

4 Dalam UUK Pasal 1 butir 3 istilah pekerja dan buruh tidak di-
bedakan yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam penulisan selanjutnya
digunakan istilah pekerja tetapi yang bersifat pengertian tetap
mengutip definisi secara utuh.
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terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi
barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengu-
saha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan
pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.5 Pengusaha
sebagai pemberi kerja, pekerja sebagai pelaksana/pe-
nerima kerja dan pemerintah sebagai pembuat pera-
turan perundang-undangan (regulator).

Hubungan ketiga unsur ini (tripartit) harus sela-
lu terjaga, para pihak mengerti tugas dan tanggung-
jawabnya untuk mendukung proses produksi dan
kinerja yang optimal. Persyaratan meningkatnyapro-
duktivitas® kerja adalah tetap terjaganya hubungan
kerja yang dinamis dan kondusif di dukung komuni-
kasi yang harmonis antara pekerja dengan pengusa-
ha. Dengan demikian perbedaan pendapat yang men-
garah ke perselisihan dapat dihindari bahkan dapat
diselesaikan saat itu juga. Terganggunya hubungan
harmonis biasanya ketika membahas pengupahan,
fasilitas kerja, pemberian bonus dan lain-lain.

Perselisihan yang terjadi disebut Perselisihan Hu-
bungan Industrial” yaitu “perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau seri-
kat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan
mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perse-
lisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan
antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan”® Timbulnya perselisihan ini, sangat ber-
hubungan dengan adanya kesenjangan ekonomi, pen-
didikan, pengalaman, antara pengusaha dan pekerja.

Apabila sudah terjadi perselisihan sering tidak da-
pat diselesaikan secara damai melalui musyawarah/
mufakat® karena para pihak cenderung mempertahan-

SLihat Pasal 1 butir 16 UUK.

¢ Produktifitas adalah suatu ukuran seberapa baik kita mengorversi
in-put dari proses transformasi kedalam out-put atau in-put ber-
banding out-put sama dengan produktifitas (baca: Heri Prasetya,
Manajemen Operasi, Yogyakarta, MED Press, 2009, h. 80)

" Selanjutnya istilah Perselisihan Hubungan Industrial dalam pe-
nelitian ini menggunakan singkatan “perselisihan”

8Lihat Pasal 1 butir 22 UUK.

® Pada hal sejatinya hubungan industrial didasarkan pada nilai-
nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 artinya Pancasila sebagai filsafat bangsa
Indonesia yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa
Indonesia yang wajib diterapkan dalam berbagai bidang terma-
suk dalam bidang hukum. Nilai-nilai Pancasila pada hakekatnya
adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum serta cita-cita
moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa
Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan

kan pendapat dan posisi masing-masing walaupun
pada posisi yang tidak berimbang.'°Posisi pekerja
berada dibawah posisi pengusaha atau pekerja meru-
pakan subordinasi*! dari pengusaha.Pekerja sebagai
pihak yang menerima dan melaksanakan pekerjaan
yang dibuat oleh pengusaha wajib dilaksanakan den-
gan baik karena kinerja pekerja dinilai oleh pengu-
saha. Itulah salah satu bukti bahwa pekerja berada
dibawah perintah'? pengusaha.

dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dalam pen-
gertian ini maka Pancasila tergolong nilai kerohanian yang men-
gakui adanya nilai materil dan vital yang didalamnya terkandung
nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis baik nilai materil,
vital, kebenaran (kenyataan), estetis, etis maupun nilai religius.
Hal ini dapat dibuktikan dari sila-sila Pancasila dari sila pertama
sampai sila kelima yang tersusun secara sistematis, hirarkis dan
bulat utuh, lihat: Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok
Filsafat Hukum, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995, h.
210-214.

Kedudukan para pihak yaitu pengusaha dan pekerja/buruh ha-
rus dianggap pada posisi yang berimbang karena perjanjian ker-
ja yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak seperti
undang-undang (Pasal 1338 KUHPer). Para pihak harus me-
laksanakan apa yang telah mereka sepakati sehingga perjanjian
itu berlaku sebagai undang-undang. Itu berarti bahwa kedua
belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian. Asas
kekuatan mengikat ini berhubungan dengan akibat perjanjian
dan dikenal sebagai pacta servanda sunt. Sudah selayaknyalah
bahwa sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di-
patuhi pula oleh kedua belah pihak. Dimana kepastian hukum-
nya kalau dua orang yang membuat perjanjian setiap saat boleh
mengingkari kesepakatannya? lihat: Sudikno Mertokusumo,
Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta :Liberty, 1999,
h. 112; juga Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehaki-
man tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan
delapan asas hukum perikatan nasional: asas kepercayaan, asas
persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum,
asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindun-
gan. Secara khusus asas persamaan hukum dimaksudkan: adalah
bahwa subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mere-
ka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain walaupun subyek
hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras, lihat: Salim H.S,
Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta :
Sinar Grafika, 2004, h. 13

11 pada umumnya posisi pekerja lebih rendah dari posisi pengusa-
ha karena pekerja sebagai pihak yang mendapat pekerjaan dari
pengusaha sebagai pemberi kerja, pekerja harus taat terhadap
perintah kerja yang diberikan oleh pengusaha.

Dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja terdapat tiga
unsur yakni: pekerjaan, upah dan perintah. Pekerjaan dimaksud-
kan adalah jenis pekerjaan yaang dapat dilakukan oleh pekerja
(ingat persyaratan objektif sahnya suatu perjanjian Pasal 1320
KUHPer yakni adanya pekerjaan tertentu dan pekerjaan tersebut
adalah pekerjaan yang halal); upah dimaksudkan adalah upah
yang layak berdasarkan putusan pemerintah dan perintah dimak-
sudkan adalah siapa menugaskan apa kepada siapa atau yang me-
merintahkan pekerjaan untuk dilakukan oleh pekerja harus jelas
dari siapa (baca: Pasal 1 butir 15 UUK)
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Penyelesaian perselisihan dilakukan secara berta-
hap, diawali dengan perundingan secara langsung
(musyawarah)®® antara pekerja dengan pengusaha.lsti-
lah musyawarah dalam tata Negara Indonesia dan ke-
hidupan modern, dikenal dengan sebutan syuro, rem-
bug desa, kerapatan nagari bahkan demokrasi‘4 (rakyat
yang memerintah). Kewajiban musyawarah adalah
upaya bersama dengan menggunakan pikiran atau ra-
sio yang sehat, selalu mempertimbangkan persatuan
dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dilaksana-
kan dengan sadar, jujur dan bertanggungjawab serta
didorong oleh itikat baik sesuai dengan hati nurani.*®

Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah
disebut perundingan bipartit sebagaimana diatur da-
lam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1957 Ten-
tang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (UUPPP).
Bila perundingan bipartit berhasil maka dibuat kese-
pakatan dalam suatu perjanjian perburuhan. Apabila
tidak berhasil dapat diselesaikan oleh Panitia Penye-
lesaian Perselisinan Perburuhan Tingkat Daerah
(PAD)**® dan apabila salah satu pihak tidak menerima
putusan P4D dapat melakukan upaya banding mela-
lui Panitia Penyelesaian Perselisihan Tingkat Pusat
(P4P).

Apabila melalui P4D tidak berhasil para pihak
dapat menempuh jalan arbitrase. Arbitrase!” menye-
lesaikan perselisihan diluar pengadilan. Penyerahan
kepada arbitrase dinyatakan dengan surat perjanjian
antara para pihak yang memuat*®: (a) pokok-pokok

13 Musyawarah yang dimaksud disini adalah musyawarah seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPPHI yaitu perundingan
bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedang-
kan perundingan bipartit menurut penjelasan pasal ini adalah
perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan
pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh atau atau antara seri-
kat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang
lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Artinya perundingan
bipartit belum melibatkan pihak ketiga hanya para pihak yang
berselisih saja yang melakukan perundingan.

* Darji Darmodiharjo, Pancasila Suatu Orientasi Singkat, Jakarta:
Aries Lima 1984, h. 59

5 1bid
16 Dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyeles-

aian Perselsihan Perburuhan (UPPP), di tingkat daerah disebut
P4D dan di tingkat pusat disebut P4P.

7 Disistematisasi dari Pasal 19-22 UUPPP

® Hampir sama dengan perjanjian arbitrase berdasarkan Pasal 32
ayat (3) UUPPHI: a. nama lengkap dan alamat atau tempat ke-
dudukan para pihak yang berselisih; b. pokok-pokok persoalan
yang menjadi perselisihan dan diserahkan kepada arbitrase untuk
diselesaiakan dan diambil putusan; c. jumlah arbiter yang disepa-
kati; d. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan
menjalankan keputusan arbitrase; e. tempat, tanggal pembuatan
surat perjanjian dan tanda tangan para pihak yang berselisih; ban-
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persoalan yang menjadi perselisihan yang akan dise-
rahkan kepada juru atau dewan pemisah untuk dise-
lesaikan; (b) nama-nama pengurus atau wakil serikat
buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka;
(c) siapa yang ditunjuk sebagai juru pemisah/dewan
pemisah serta tempat tinggalnya; (d) bahwa kedua
belah pihak akan tunduk kepada putusan yang akan
diambil juru pemisah/dewan pemisah setelah putusan
tersebut mempunyai kekuatan hukum; (e) hal-hal
yang perlu melancarkan pemisahan.

Untuk menghadapi perkembangan zaman pe-
raturan di bidang ketenagakerjaan juga mengalami
perubahan. Peraturan perundangan saat ini menge-
nai penyelesaian perselisinan hubungan industrial
adalah Undang-undang Rl Nomor 2 Tahun 2004 ten-
tang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(UUPPHI). Undang-undang ini mengatur penyeles-
aian perselisihan melalui non-litigasi dan litigasi.

Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan
(non-litigasi): melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi
dan arbitrase. Pengaturan arbitrase sebagai lembaga
penyelesaian perselisihan diluar pengadilan telah
diatur dengan lengkap dari pasal 29 sampai dengan
Pasal 54 dalam UUPPHI. Proses penyelesaian mela-
lui keempat mekanisme tersebut harus diawali den-
gan perundingan bipartit musyawarah untuk menca-
pai mufakat.

Penyelesaian perselisihan secara litigasi dapat
memeriksa dan mengadili 4 jenis perselisihan yaitu
(i) Perselisihan hak; (ii) Perselisihan kepentingan;
(iii) Perselisinan pemutusan hubungan kerja, dan
(iv) Perselisinan antar serikat pekerja/serikat buruh
hanya dalam satu perusahaan. Mekanisme penyeles-
aian keempat perselisihan tersebut dilakukan secara
berjenjang dan melalui lembaga yang berbeda, tetapi
semua tahapan penyelesaian harus diawali dengan
perundingan bipartit musyawarah untuk mencapai
mufakat.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mendapat
euforia dari pihak pekerja dan pengusaha walaupun
belum memahami mengenai bentuk, perselisihan

dingkan dengan Perjanjian arbitrase menurut UU No. 30 tahun
199 Pasal 9 ayat (3) memuat: a. masalah yang dipersengketakan;
b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; c. nama lengkap
dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; d. tempat aar-
biter atau majelis arbitrase akan mengambil keeputusan; e. nama
lengkap sekretaris; f. jangka waktu penyelesaian sengketa; g.
pernyataan kesediaan dari arbiter; h. pernyataan kesediaan para
pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang
diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
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yang dapat diadili, tata cara peradilan di PHI. Ke-
gembiraan penyambutan PHI mengakibatkan sosia-
lisasi (internalisasi) penyelesaian perselisihan secara
non-litigasi terlupakan berakibat mekanismetersebut
tidak menjadi pilihan para pihak yang berselisih.

Dalam perjalanan arbitrase hubungan industrial
belum menjadi pilihan para pihak menyelesaikan
perselisihan yang dihadapi. Hal ini disebabkan selain
kurangnya internalisasi, juga pekerja beranggapan ar-
bitrase biayanya mahal dan tidak memahami cara ker-
janya. Keberadaan arbitrase bukan untuk meniadakan
PHI tetapi memberdayakan lembaga tersebut sebagai
alternatif penyelesaian perselisihan disamping melalui
konsiliasi dan mediasi. Dengan demikian opsi/pilihan
pekerja dan pengusaha semakin variatif. Satjipto Ra-
hardjo'® mensinyalir bergesernya proses penegakan
hukum dengan mencari jalan lain untuk mencapai tu-
juan hukum disebut pola sosiologis seperti Alternative
Disputes Resolution (ADR). Munculnya ADR sebagai
produk kreatif menangani masalah-masalah hukum
untuk mencapai tujuan bersama.

Menjadi pertanyaan bagaimana arbitrase menja-
di pilihan utama bagi pengusaha dan pekerja untuk
menyelesaikan perselisihan,politik hukum turut me-
megang peran penting. Politik hukum bersangkut paut
dengan kekuasaan dan kewenangan, karena itu tugas-
nya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenan-
gan untuk mencapai tujuan® yaitu memberdayakan
arbitrase sebagai pilihan utama menyelesaikan perse-
lisihan. Hal ini menjadi pemicu dan pendorong Pene-
liti untuk memberdayakan sekaligus mengembangkan
(mencari) model arbitrase hubungan industrial yang
cocok untuk menyelesaikan perselisihan.

Model arbitrase yang peneliti tawarkan adalah
Avrbitrase Pancasila yang mengutamakan musyawa-

® Kekahwatiran Satjipto Rahardjo digambarkan bahwa bergesernya
penegakan hukum ke “jalur lambat” bukan tidak beralasan. Beliau
telah melihat bahwa penegakan hukum itu menyangkut perilaku
manusia (aparat maupun publik) oleh karena itu perlu ada pilihan-
pilihan tentang apa yang akan dilakukan (Baca: Satjipto Rahardjo,
Penegakan Hukum Jalur Lambat, Sisi-sisi Lain dari Hukum Di
Indonesia, Jakarta : Kompas, 2006, h. 165-166)

2 QOleh Talcott Parson menempatkan hukum sebagai salah satu sub
sistem selain dari sub sistem budaya, politik dan ekonomi. Bu-
daya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia
oleh karena itu perlu dipertahankan. Sub sitem hukum menunjuk
pada aturan-aturan sebagai atauran main bersama (rule of the
game), mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan agar sesuai
dengan aturan main. Sub sistem politik bersangkut paut dengan
kekuasaan dan kewenangan, yaitu mendayagunakan kekuasaan
dan kewenangan untuk mencapai tujuan (baca: Bernard L.
Tanya, dkk, Teori Hukum Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang
dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, h. 137

rah mufakat, damai sehingga hubungan pekerja den-
gan pengusaha selalu terpelihara dengan baik, tidak
terjadi permusuhan. Pada setiap tahapan Arbitrase
Pancasila dimungkinkan adanya musyawarah dan
pemeriksaan melalui sidang arbitrase adalah tahapan
terakhir. Dilandasi hal-hal tersebut penulis melakukan
penelitian ini dengan judul: Pemberdayaan Arbitrase
Sebagai Lembaga Penyelesaian Perselisinan Hubun-
gan Industrial di Luar Pengadilan dalam Perspektif
Politik Hukum.

Permasalahan

1 Mengapa Pengadilan Hubungan Industrial lebih
diutamakan oleh pihak yang berselisih dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial
daripada arbitase?

2. Apa arti penting dan peran yang dapat dilakukan
arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubun-
gan industrial sehingga perlu di usahakan pem-
berdayaan?

3. Bagaimana bentuk pemberdayaan dan model
arbitrase perselisihan hubungan industrial yang
ideal di Indonesia?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui mengapa Pengadilan Hubun-
gan Industrial lebih diutamakan oleh pihak yang
berselisin dalam penyelesaian perselisihan hu-
bungan industrial daripada arbitase

2 Untuk mengetahui arti penting dan peran yang
dapat dilakukan arbitrase dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial sehingga perlu
di usahakan pemberdayaan?

3. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan dan
model arbitrase perselisihan hubungan industrial
yang ideal di Indonesia?

Pengadilan Hubungan Industrial Lebih
Diutamakan

Sesungguhnya berperkara melalui pengadilan
adalah pekerjaan yang sangat melelahkan karena
asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
baru pada tataran slogan saja.?! Kalau masih ada jalan

2 Rata-rata penyelesaian perselisihan di PHI Pada Pengadilan Ne-
geri Jakarta Pusat adalah selama 3-6 bulan (diolah dari data yang
diperoleh dari PHI Pada PN Jakarta Pusat tahun 2006-2014)
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yang lain, hindari penyelesaian perselisihan melalui
PHI. Ada pomeo yang sudah sangat populer di kalan-
gan pekerja “ perkaranya kambing ruginya sapi” atau
“menang menjadi arang kalah menjadi abu. Kedua
pomeo ini ingin menyampaikan kepada para pencari
keadilan bahwa untuk mendapatkan keadilan itu ti-
dak mudah apalagi diperoleh seketika. Berpikirlah
dua kali apabila perselisihan yang sedang dihadapi
harus diselesaikan melalui PHI.

Pada awal PHI mulai beroperasi sangat dinanti-
kan para pihak (terutama pekerja) karena merupakan
hal baru dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. Para
pihak beranggapan penyelesaian melalui PHI semu-
anya akan mudah, prosesnya cepat, tidak ada biaya,
ada hakim ad hoc mewakili pekerja dan pengusaha,
serikat pekerja/organisasi pengusaha dapat menjadi
kuasa, tidak ada upaya hukum banding dan hal lain
yang bersifat kemudahan. Pendapat senada disam-
paikan juga oleh Murni Manihuruk? bahwa gagasan
pemerintah mengajukan pembentukan PHI supaya
penyelesaian perselisihan hubungan industrial lebih
cepat dan adanya kepastian hukum.

Secara statistis perkara yang diadili melalui Pen-
gadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat (PHI Jakarta)?® sejak tahun 2006: 220
perkara; tahun 2007: 376 perkara; tahun 2008: 351
perkara; tahun 2009: 362 perkara; tahun 2010: 313
perkara; tahun 2011: 310 perkara; yahun 2012: 263
perkara; tahun 2013: 260 perkara; tahun 2014: 304
perkara. Secara rata-rata setiap hari ada satu perkara
perselisihan yang diperiksa dan diadili melalui PHI
Jakarta.

Dalam kenyataannya ketentuan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial di tingkat PHI se-
lama 50 hari hampir (tidak pernah terjadi)*. Majelis
hakim yang memeriksa suatu perselisihan cenderung
menggunakan waktu berdasarkan SEMA No. 6 tahun

%2 \Wawancara dengan Murni Manihuruk, Kasubdit Kelembagaan
dan Pemberdayaan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Kemenakertrans pada tanggal 4 Maret 2014

% Diolah dari data yang dihimpun dari Pengadilan Hubungan In-
dustrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26
Mei 2015

#Lihat :

Perkara No. 136/PHI/G/2010/PHI.PN.JKT.PST diputus dalam
waktu 4 bulan
Perkara No. 114/PHI/G/2010/PHI.PN.JKT.PST diputus dalam
waktu 6 bulan
Perkara No. 122/PHI/G/2011/PHI.PN.JKT.PST diputus dalam
waktu 5 bulan
Perkara No. 187/PHI/G/2011/PHI.PN.JKT.PST diputus dalam
waktu 4 bulan
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1992 tanggal 21 Oktober 1992yaitu selama enam bu-
lan. Demikian juga pada tingkat kasasi di Mahkamah
Agung (seharusnya selama 30 hari) waktu penye-
lesaiannya sulit diperkirakan karena upaya hukum
kasasi jumlahnya sangat banyak karena berasal dari
33 PHI di seluruh Indonesia diputus antara 1 s/d 4
tahun. Demikian juga perkara yang berasal dari PT-
TUN merupakan peradilan pertama bagi perselisihan
perburuhan sebagai upaya banding dari P4P, penye-
lesaiannya di tingkat kasasi?® juga mengalami waktu
yang lama antara 3 s/d 4 tahun.

Disamping keterbatasan jumlah hakim baik pada
tingkat PHI dan Mahkamah Agung muncul kritikan
kepada para hakim yang mengatakan “pada dasarnya
hakim hanya memiliki pengetahuan yang bersifat je-
neralis oleh karena itu hakim bukan seorang ekspert
(ahli) yang memiliki keahlian khusus tentang suatu
bidang tertentu, dengan demikian dari seorang hakim
tidak dapat diharapkan menyelesaikan perkara yang
memerlukan keahlian khusus, misalnya sengketa
bidang konstruksi, perbankan, akuisisi, perkapalan,
industri (tentu termasuk hubungan industrial) diper-
lukan keahlian khusus secara profesional.?® Kritikan
mengenai kriteria hakim ini sangat terasa di PHI dan
menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) juga telah
ditentukan bagaimana persyaratan seorang hakim
yakni harus memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengala-
man di bidang hukum.

Lamanya waktu penyelesaian berbanding lurus
dengan banyaknya perkara yang dimohonkan kasa-
si dan berbanding terbalik dengan majelis hakim?’

Bihat:

Putusan P4P No. 845/787/77-14/11/PHK/9-1996 tanggal 30 Sep-
tember 1996 jo. Putusan PPTUN No. 09/G/1997/PTTUN.JKT
tanggal 19 Pebruari 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 283
K/TUN/1998 tanggal 14 Desember 2000 (4 tahun)

Putusan P4P No. 602/358/63-5/IX/PHK/2001 tanggal 1 Mei
2001 jo. Putusan PPTUN No. 227/G/2001/PTTUN.JKT tan-
ggal 26 Maret 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/
TUN/2002 tanggal 23 Oktober 2002 (3 tahun, 6 bulan)

Putusan P4P No. 1110/1385/196-3/IX/PHK/7-2000 tanggal 24
Juli 2000 jo. Putusan PPTUN No. 307/G/2001/PTTUN.JKT tan-
ggal 6 Agusutus 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 117 K/
TUN/2003 tanggal 26 Oktober 2004 (4 tahun, 4 bulan)

% M. Yahya Harahap, Citra Pengakan Hukum Suatu Kajian Pada Era
PJPT Il, Varia Peradilan No. 117 Tahun X, Juni 1995, h. 151

2 Jumlah hakim agung per-Desember 2012 adalah 44 orang dari
posisi 60 kursi yang tersedia. Majelis hakim kasasi PHI digabung
ke dalam kamar Perdata khusus yang memeriksa dan mengadili
perkara lain: HKI, Parpol, KPPU, BPSK, Arbitrase, PKPU dan
Sengketa Informasi. Dan yang terbesar adalah perkara PHI (641
perkara=71,46%; Laporsan MARI tahun 2012, h. 5 dan 74)
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yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.?®
Tetapi sekarang sebuah perkara dibatasi waktunya
harus memutus satu perkara dalam waktu tiga bulan
dengan dikeluarkannya SK KMA No. 119/2013%° de-
ngan adanya Penetapan Hari Musyawarah dan Uca-
pan (PHM). Pimpinan Mahkamah Agung juga dapat
mengakses agenda persidangan on line sebagai sara-
na memonitoring efektifitas ketentuan tersebut.

Asas peradilan sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 2 ayat (4) UUKK “Peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan” dipertegas dalam
Pasal 4 ayat (2) “Pengadilan membantu pencari kea-
dilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan” tidak mungkin
berjalan dengan baik. Banyak kendala yang terjadi
terutama dari pihak pekerja/buruh yang sangat lemah
pemahaman hukum ketenagakerjaan/perburuhan.
Selain itu tidak mempunyai kemampuan keuangan
untuk membayar pengacara. Kelemahan tersebut ak-
hirnya berujung pada biaya yang dikeluarkan oleh
pekerja/buruh menjadi besar.

Dalam proses pemeriksaan perkara juga ada fak-
tor yang mempengaruhi hakim baik secara internal
maupun eeksternal. Mengenai rendahnya pemaha-
man hakim terhadap ilmu hukum (ketenagakerjaan)
berakibat hakim akan lebih mengutamakan aspek
prosedural ketimbang substansial, sebagaimana be-
berpa contoh perkara dibawah ini. Pada perkara an-
tara seorang pekerja diPT. Artika Optima Inti (PT.
AOI) melawan PT. Artika Optima Inti (PT. AOI).
Awalnya perselisihan ini diperiksa dan diputus oleh
Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (P4D)%°
dengan putusan: pemutusan hubungan kerja (PHK)
antara PT. AOI dengan pekerja; memberikan pesan-
gon kepada pekerja sebesar + Rp. 5, 5 juta. Terhadap
putusan ini pengusaha melakukan upaya hukum ka-
sasi ke Mahkamah Agung dengan membuat memori
kasasi. Karena si pekerja tidak membuat jawaban atau
kontra memori kasasi (si pekerja tidak mendapatkan
pemberitahuan adanya kasasi), akhirnya kasasi pen-
gusaha diterima. Terlihat dengan jelas bagaimana

2 ihat: Putusan No. 167/PHI.G/2008/PN.JKT.PSTtanggal 19
Pebruari 2009 jo. Putusan 730 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 Maret
2010 jo. Putusan No. 19/PK/PHI/2011 tanggal 4 Januari 2013
(diperlukan waktu selama 3 tahun 7 bulan.

2| jhat Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2013 h. 6.

% Lihat Putusan P4D maluku No. 22/18/02/XXV/PHK/11-2004
tanggal 11 Nopember 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung No.
154 K/PHI/2006 tanggal 13 Maret 2007

keadilan prosedural yang lebih dikedepankan disini,
karena begitu hukum acara perdata terpenuhi berarti
keadilan hukum telah terpenuhi.

Contoh lain dalam perkara antara Pekerja PT. Bak-
rie Tosanjaya sebanyak 60 orang melawan PT. Bakrie
Tosanjaya®!. Putusan PHI Bandung telah menjatuhkan
putusan supaya PT. Bakrie Tosanjaya: mempekerjakan
kembali para pekerja sebagai pekerja tetap terhitung se-
jak putusan berkekuatan hukum tetap; memerintahkan
untuk membayar upah pekerja sejak bulan Nopember
2005 sampai dengan bulan September 2006 sebesar
Rp. 529.620.000,- Terhadap putusan ini PT. Bakrie
Tosanjaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung
dan akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan:
mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan
putusan PHI Bandung. Bahkan dalam mengadili sen-
diri Mahkamah Agung menjatuhkan putusan: menya-
takan tidak dapat diterima gugatan para pekerja dan
menghukum para pekerja untuk membayar biaya per-
kara dalam setiap tingkat peradilan dan dalam tingkat
kasasi sebesar Rp. 500.000,-

Pada perkara PT. Puri Zugni*> menggugat 5
(lima) orang pekerjanya yang telah bekerja dengan
masa kerja rata-rata 12 tahun dan selalu menunjuk-
kan prestasi yang baik. Tetapi oleh pengusaha para
pekerja akhir-akhir ini dinilai menunjukkan prestasi/
kinerja menurun terutama pasca Bom Bali 1l sehin-
gga pengusaha melakukan pembinaan tapi akhirnya
tidak berhasil meningkatkan kinerja para pekerja ter-
sebut. Karena pembinaan tidak berhasil, pengusaha
mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) melalui PHI Denpasar. Karena alasan-ala-
san dan dalil-dalil hukum gugatan pengusaha tidak
cukup kuat maka oleh PHI Denpasar gugatan PHK
pengusaha tersebut ditolak untuk seluruhnya. Terha-
dap putusan ini PT. Puri Zugni mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dalam
pertimbangan hukumnya menyatakan PHI Denpasar
salah menerapkan hukum karena para pekerja te-
lah membuat “pernyataan” bahwa “apabila prestasi
kerja mereka menurun maka para pekerja bersedia
mengundurkan diri” Dengan pertimbangan demikian
maka Mahkamah Agung memutuskan perkara terse-

3 Lihat Putusan Perkara No. 85/G/2006/PHI.Bdg tanggal 3 Januari
2007 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/PHI/2007 tan-
ggal 13 Juni 2007

% Lihat Putusan Perkara No. 07/G/2006/PHI.PN.DPS tanggal 16
Agustus 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 15 K/PHI/2006
21 Juni 2007
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but dengan amar: mengabulkan permohonan kasasi
PT. Puri Zugni; membatalkan putusan PHI Denpasar
dan mengadili sendiri: menyatakan hubungan kerja
antara PT. Puri Zugni dengan para pekerja putus;
menghukum PT. Puri Zugni membayar pesangon ke-
pada para pekerja rata-rata Rp. 19,6 juta,-

Walaupun pertimbangan hukum hakim demikian
sederhana, secara normatif prosedural putusan kasasi
dalam perkara tersebut tidak ada yang salah, hakim
(khususnya hakim PHI) masih lebih mengutamakan
aspek prosedural yaitu bagaimana melaksanakan pe-
raturan substantif yaitu yang mengatur tentang per-
buatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilaku-
kan33tetapi secara substantif para pekerja telah men-
jadi korban kehilangan pekerjaan.

Faktor eksternal juga dapat mempengaruhi ha-
kim menjalankan tugasnya yaitu kedekatan hubungan
pribadi hakim dengan penegak hukum lain* (polisi,
jaksa dan pengacara) yang menyulitkan objektifitas
pemeriksaan dan pembuatan putusan. Selain itu faktor
kesadaran hukum masyarakat yang rendah juga ber-
pengaruh terhadap jalannya proses peradilan. Apabi-
la seluruh masyarakat mempunyai tingkat kesadaran
hukum tinggi yang sama maka rekayasa, suap, kolusi,
mafia peradilan tidak terjadi, sehingga kemandirian
hakim akan terjaga dengan baik. Selain hal-hal terse-
but, faktor sistem pemerintahan, sistem politik negara,
sistem ekonomi juga turut mempengaruhi proses pe-
radilan/kebebasan hakim di Indonesia.**Karena berba-
gai faktor tersebut maka pekerja dan pengusaha diberi

® Baca: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2012, h. 77-78
% Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Yogyakarta: UlI
Press, 2005, h. 62

% Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanya empat kali (ta-
hun: 1999, 2000, 2001 dan 2002) secara umum pada amande-
men pertama dan kedua berisi pembatasan kekuasaan Presiden,
penguatan kedudukan DPR, desentralisasi dan penguatan HAM.
Amandemen ketiga dan keempat berisi perubahan sistem peme-
rintahan menjadi sistem presidensil, pengurangan wewenang
MPR, pembentukan beberpa lembaga negara baru (DPD, Komisi
Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan KPU), baca: Aidul Fitriciadi
Azhari, Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945, Yo-
gyakarta: Genta Publishing, 2014, h. 80-81

Mengkritisi badan peradilan di Indonesia, Satjipto Rahardjo
berpendapat untuk menyebarkan fora pemberian keadilan tidak
semestinya terkonsentrasi pada satu lembaga yang namanya pen-
gadilan. Marc Galanter memberikan tamsil yang sangat bagus
yaitu hendaknya ada justice in many room. Gagasan Alternative
Dispute Resolution (ADR) sudah tersimpan lama sejak gelom-
bang gerakan access to justice movement yang menghendaki
adanya jalur alternatif di luar pengadilan negara (baca: Mahka-
mah Agung RI, Kapita Selekta Tentang Arbitrase, Perustakaan
dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan
Administrasi MARI, Jakarta, 2011, h. 93-94

3

>
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ruang dan waktu atau diberi kebebasan untuk memi-
lih%® mekanisme apa yang akan dipergunakan menye-
lesaikan perselisihan yang sedang dihadapi. Tersedia
kanalisasi®’atau saluran baru untuk mengatasi berbagai
hambatan dalam penegakan hukum melalui peradilan/
PHI. Banyak perselisihan yang dibawa ke PHI, banyak
yang melakukan upaya hukum apakah kasasi atau pe-
ninjauan kembali, kesemuanya itu akan membuat pe-
numpukan perkara di Mahkamah Agung.

Pemberdayaan arbitrase dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial

Tidak dikenalnya arbitrase khususnya di kalan-
gan pekerja disebabkan kurangnya sosialisasi baik
oleh pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh yang
disebut tidak terinternalisasi dengan baik. Internali-
sasi/Internalization® “the acceptance by an indivi-
dual of a rule or behavior because he finds its content
intrinsically rewarding...The content is congruent
with person’s values either because his values chan-
ged and adapted to the inevitable.” Pekerja individu
(akhirnya secara kelompok) tidak menerima kebera-
daan arbitrase karena mereka tidak menemukan nilai
intrinsik yang berharga di dalam arbitrase tersebut.
Konten juga harus dapat menerima perubahan dan
menyesuaikan dengan keadaan. Artinya apa keun-
ggulan yang dimiliki arbitrase apabila para pihak
(khususnya pekerja bersedia/sekapat memilih arbit-
rase sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan).

Dengan terpolanya para pihak selama ini dengan
mekanisme PHI maka arbitrase sebagai mekanisme
hukum baru harus diberdayakan dengan instrumen
yang mudah diserap oleh pekerja khususnya. Seba-
gai instrumen perubahan sosial, hukum memerlukan
dua prosesyang saling terkait yaitu pelembagaan dan
internalisasi pola perilaku. Pelembagaan pola perila-
ku mengacu pada pembentukan norma dengan keten-
tuan untuk penegakan dan internalisasi pola perilaku

% canalize: to make a river wider, deeper or straighter; to make a ri-
ver into canal; Meminjam istilah teknik, kanalisasi adalah upaya
yang dilakukan untuk membuka saluran baru agar air yang telah
tertampung dalam suatu waduk perlu disalurkan/dialirkan su-
paya bermanfaat bagi wilayah sekitarnya dan bendungan penam-
pung tersebut tidak menjadi kelebihan airnya yang dapat men-
gakibatkan jebolnya waduk tersebut, lihat: AS Hornby, Oxford
Advanced Learner’s Dictionary of Current English, New York:
Oxford University Press, 2003, h. 170

% L. Pospisil, Anthropology of Law: A Comparative Theory, New
York: Harper & Row Publisher, 1971, h. 200-201
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berarti penggabungan nilai atau nilai-nilai yang tersi-
rat dalam hukum.3®

Penyelesaian perselisinan melalui arbitrase me-
miliki lima keuntungan*®yaitu Pertama proses penye-
lesaian perselisihan perburuhan dapat diselesaikan
dalam waktu yang relatif singkat karena tidak adanya
upaya banding. Kedua biaya relatif lebih murah kare-
na tidak diperlukan biaya gugatan atupun biaya men-
gajukan banding. Ketiga para pihak memilih arbiter
yang sesuai dengan kehendak mereka dan kepada
arbiter mereka mengikatkan diri untuk tunduk pada
putusannya. Keempat mendorong terciptanya iklim
yang kondusif bagi para pihak yang berselisih tetap
menjaga hubungan kerjasama mereka yang sempat
terganggu. Kelima proses arbitrase lebih bersifat in-
formal dan menghasilkan putusan yang tidak memi-
hak. Selain itu penyelesaian melalui arbitrase lebih
tidak formal dari pada litigasi (pengadilan) dan atu-
ran pembuktian yang ketat tidak diikuti.

Proses penyelesaian sebuah perselisihan dibe-
dakan ke dalam dua cara yakni bersifat kompetitif
atau kerja sama (kolaborasi) dan apakah pihak keti-
ga memutuskan sengketa atau para pihak melakukan
negosiasi penyelesaian sendiri atau dengan bantuan
pihak ketiga.**Arbitrase dikategorikan sebagai proses
penyelesaian perselisihan yang menggunakan komp-
romi dan negosiasi, namun tetap berargumentasi di-
hadapan pihak ketiga yang akan memutuskan.*? Di
dalam sistem hukum adat Indonesia telah lama di-
kenal proses pencapaian konsensus bersama (Com-
munity consensus-finding) yang juga berfungsi untuk
membangun dan melindungi komunitas.*

® As an instrument of social change, law entails two interrelated
processes, the institutionalization and the internalization of pat-
terns of behavior. Institutionalization of a pattern of behavior
refers to the establishment of a norm with provisions for its en-
forcement (such as desegregation of public school), and interna-
lization of a pattern of behavior means the incorporation of the
value or values implicit in law (for example, integrated public
school are “good”), baca: Steven Vago, op. cit, h. 294

4 Zack “employment disputes? 107-108. Lihat juga: Roger L. An-
derson dan james W. Robinson, Is Arbitration The Answer In
Wrongful Termination Cases? Labor Law Journal, 42 (Februari
1991, No. 2): 121 sebagaimana dikutip oleh Aloysius Uwiyono,
Hak Mogok Di Indonesia, Jakarta: FH-UI Program Pascasarjana,
2001, h. 276

“ Gary Goodpaster, “Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa”
(makalah), sebagaimana dikutip di dalam Arbitrase di Indonesia
(Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2), Jakarta: Ghalia Indone-
sia, 1995, h.4.

“2 |bid, h.3

“ lbid, h.1

Selain arbitrase juga terdapat prosedur lainnya
seperti negosiasi dan mediasi, dimana keterliba-
tan pihak ketiga sebagai pakar cukup penting untuk
membantu para pihak mencapai kesepakatan. Berbe-
da dengan arbitrase, mediasi dan konsiliasi tidak da-
pat menghasilkan putusan yang mengikat yang dapat
dilaksanakan.** Mediator tidak dapat memaksa para
pihak untuk mencapai penyelesaian, begitu juga kon-
siliator tidak memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan
putusannya kepada para pihak.*

Oleh karena itu, disamping mampu menghasil-
kan putusan yang bersifat final dan mengikat, ciri-ciri
lainnya yang terdapat dalam proses arbitrase namp-
aknya menjadi nilai lebih bila dibandingkan proses
ajudikasi di pengadilan, antara lain kebebasan para
pihak untuk memilih hakim yang mereka inginkan,
termasuk pilihan hukum (Lex Arbitri) yang akan di-
gunakan; kerahasiaan yang akan melindungi para pi-
hak dari kerugian apabila informasi di dalam proses
ajudikasi diungkapkan kepada publik dan proses ar-
bitrase yang lebih cepat dan lebih murah sebagai ke-
untungan yang diperoleh dari kebebasan tersebut.¢

Di dalam proses arbitrase, masing-masing pi-
hak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk
didengarkan secara terpisah dan mengajukan argu-
men-argumen untuk memperkuat dalil yang dimiliki.
Elemen kesepakatan para pihak untuk menggunakan
arbitrase dan tunduk pada putusan arbitrase yang ber-
sifat final dan mengikat hendak memberikan gamba-
ran bahwa keseluruhan proses arbitrase ingin tetap
menjaga hubungan kontraktual diantara para pihak
yang tengah berselisih. Bahkan umumnya keinginan
para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui
arbitrase menjadi pertanda bahwa para pihak memili-
ki komitmen hubungan dalam jangka panjang.*’

Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase dian-
ggap dapat melahirkan putusan yang kompromis-
tis dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang
bersengketa.“®Dengan demikian hubungan para pihak

“Eman Suparman, Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan,
Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012, h.75

“1bid

“ Gary Goodpaster, Op.Cit, h.7-8

47 Steven Vago, Law and Society (Fifth Edition), New Jersey: Pren-
tice Hall, 1997, h.242, mengutip Austin Sarat, Alternatives to
Formal Adjudication, 1989, h.33-40. “In General, willingness to
submit disputes to private but formal arbitration is characteristic
of parties who have a commitment to long-term relationships.”

% H.Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu
Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,Raja Grafindo Persada, Ja-
karta, 2004, h.35, mengutip Erman Rajagukguk, Arbitrase Dalam
Putusan Pengadilan, Jakarta: Chandra Pratama, 2000, h.1-2
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yang bersengketa tetap dapat dipertahankan bahkan
dapat ditingkatkan karena msing-masing pihak telah
mengetahui dan menyadari kekurangan dan kelama-
han yang dilakukan.

Mengingat sifat arbitrase sebagai salah satu alter-
natif penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan
berdampak pada beban lembaga peradilan terutama
Mahkamah Agung menjadi lebih ringan.*® Oleh ka-
rena itu, upaya-upaya seperti pengakuan kompetensi
absolut lembaga arbitrase dan pelaksanaan keputusan
arbitrase sesuai ketentuan perundang-undangan, me-
rupakan beberapa langkah yang dapat ditempuh un-
tuk memajukan lembaga arbitrase tersebut.>

Perspektif politik hukum pemberdayaan
arbitrase

Politik hukum nasional khususnya politik kete-
nagakerjaan tetap menjunjung tinggi kebebasan dan
hak para pihak untuk menyelesaikan perselisihan
baik litigasi dan non-litigasi walaupun secara kul-
tural penyelesaian terbaik perselisihan adalah mela-
lui musyawarah.®* Penyelesaian melalui musyawa-
rah tidak ada pihak yang merasa kalah dan pihak
merasa menang,disebut win-win solution*? Dalam
musyawarah tidak berarti para pihak tidak mentaa-
ti aturan yang ada, bahkan musyawarah itu sendiri
dilakukan berdasarkan aturan yang ada berdasarkan
nilai-nilai keadilan dan kebersamaan,putusannya adil
untuk kepentingan bersama.

Untuk mewujudkan perubahan sikap pekerja me-
lakukan pilihan terhadap arbitrase untuk menyelesai-
kan perselisihan yang sedang dihadapi penerapan
hukum responsif Nonet dan Selznick adalah sesuatu
keharusan karena salah satu ciri hukum ini adalah
akomodatif menerima perubahan-perubahan sosial

4 Harifin A. Tumpa, “Arbitrase dan Permasalahannya Didalam
Praktek Peradilan” (makalah), sebagaimana dikutip di dalam
Kapita Selekta Arbitrase dan Permasalahannya, Mahkamah
Agung Republik Indonesia, 2003, h.24.

% bid, h. 24-25

5! Dalam kegiatan musyawarah ini kita diajarkan mengenai nilai-
nilai keadilan dan kebersamaan. Yang mana musyawarah harus
bisa membuat keputusan dengan adil untuk kepentingan bersa-
ma. Ketika bermusyawarah untuk mufakat kita disarankan untuk
mentaati segala peraturan yang ada untuk lancarnya musyawa-
rah. Sikap yang perlu diikuti seperti menghargai argumen orang
lain walaupun berseberangan dengan argumen kita

52 Buku | Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indo-
nesia Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo-
nesia, h. 50
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demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Ka-
renanya tatanan hukum responsif sebagaimana di-
kutip Bernard® menekankan (i). Keadilan substantif
sebagai dasar legitimasi hukum; (ii). Peraturan me-
rupakan sub ordinasi dari prinsip dan kebijakan; (iii).
Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan
dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat; (iv). Pen-
ggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengam-
bilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi
pada tujuan; (v). Memupuk sistem kewajiban sebagai
sistem paksaan; (vi). Moralitas kerjasama sebagai
prinsip moral dalam menjalankan hukum; (vii). Ke-
kuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas
hukum dalam melayani masyaakat; (viii). Penolakan
terhadap hukumbharus dilihat sebagai gugatan terha-
dap legitimasi hukum; (ix). Akses partisipasi publik
dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum
dan sosial.

Politik hukum dari teori Nonet dan Selznick
menginspirasi para stake holder mengadakan peru-
bahan terhadap UUPPHI walaupun belum termasuk
memberdayakan arbitrase sebagai salah satu meka-
nisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial
terutama menyangkut kompetensinya memeriksa dan
memutus suatu perselisihan. Permohonan judicial re-
view diajukan oleh berbagai kalangan kepada Mah-
kamah Konstitusi sejak tahun 2003 karena beberapa
ketentuan dalam pasal-pasal UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan tidak dapat mengakomodir
menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat,
yaitu:

1) Putusan MK No. 012/PUU-1/2003 tanggal 28

Oktober 2004

Amar putusan:

Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat
(1) sepanjang mengenai anak kalimat “.... bukan
atas pengaduan pengusaha ...”; Pasal 170 sepan-
jang mengenai anak kalimat “.... kecuali Pasal
158 ayat (1) ...”; Pasal 171 sepanjang menyang-
kut anak kalimat “.... Pasal 158 ayat (1) ...”; dan
Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “....
Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ...” UUK terse-
but tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

2) Putusan MK No. 115/PUU-VII/2009 tanggal 10
November 2010

% Bernard L. Tanya, Bernard L. Tanya, Politik Hukum Agenda Ke-
pentingan Bersama, Yogyakarta :Genta Publishing, 2011, h. 79
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Amar putusan:

Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UUK
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
Menyatakan Pasal 120 ayat (3) UUK tidak memi-
liki kekuatan hukum mengikat sepanjang: frasa,
“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi,
maka...”, tidak dihapuskan, dan ketentuan ter-
sebut tidak dimaknai, “dalam hal di satu peru-
sahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/
serikat buruh, jumlah serikat pekerja/serikat
buruh yang berhak mewakili dalam melakukan
perundingan dengan pengusaha dalam suatu pe-
rusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/
serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/
serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal
10% dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam
perusahaan”;

Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 19
September 2011

Amar putusan:

Frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat
(2) UUKadalah bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hu-
kum tetap;

Frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155
ayat (2) UUKtidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berke-
kuatan hukum tetap;

Putusan MK No. 27/PUU-1X/2011 tanggal 17 Ja-
nuari 2012

Amar putusan:

Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam
Pasal 65 ayat (7) dan frasa “...perjanjian kerja
untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2)
huruf b UUK bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak
disyaratkan adanya pengalihan perlindungan
hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya
tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan
yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan
dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh;

Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam
Pasal 65 ayat (7) dan frasa “...perjanjian kerja
untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2)
huruf b UUK tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja ter-

5)

6)

sebut tidak disyaratkan adanyapengalihan perlin-
dungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek
kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian
perusahaan yang melaksanakan sebagian peker-
jaan borongan dari perusahaan lain atau perusa-
haan penyedia jasa pekerja/buruh;

Putusan MK No. 19/PUU-1X/2011 tanggal 20
Juni 2012

Amar putusan:

Menyatakan Pasal 164 ayat (3) UUK bertentan-
gan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perusa-
haan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup
permanen atau perusahaan tutup tidak untuk se-
mentara waktu”;

Menyatakan Pasal 164 ayat (3) UUK pada fra-
sa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pe-
rusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup
tidak untuk sementara waktu”;

Putusan MK No. 58/PUU-1X/2011 tanggal 16
Juli 2012

Amar putusan:

Pasal 169 ayat (1) huruf ¢ UUK bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai:
“Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan
pemutusan hubungan kerja kepada lembaga
penyelesaian perselisinan hubungan industrial
dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat
waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bu-
lan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusa-
ha membayar upah secara tepat waktu sesudah
itu’”;

Pasal 169 ayat (1) huruf ¢ UUK tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dim-
aknai:

“Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan
pemutusan hubungan kerja kepada lembaga
penyelesaian perselisinan hubungan industrial
dalam hal pengusaha tidak membayar upah te-
pat pada waktu yang telah ditentukan selama 3
(tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun
pengusaha membayar upah secara tepat waktu
sesudah itu”

Politik perburuhan sebagai bagian dari sistem

hukum nasional akan terus bergulir sesuai dengan
perkembangan jaman dengan terus memohon aman-
demen atau bahkan revisi UUK. UUPPHI tidak boleh
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dijadikan sebagai canopy (benteng pelindung)* bagi

orang-orang mapan dan orang-orang berpunya (pen-

gusaha) dan merugikan golongan miskin (pekerja).

Hukum harus melayani masyarakat secara keseluru-

han. Penguatan dan pelembagaan arbitrase sebagai

alternatif penyelesaian perselisinan merupakan upaya
untuk mengatasi kelambatan penyelesaian perselisi-
han yang terjadi melalui PHI (ordinary court).*

Bentuk Pemberdayaan Arbitrase dapat dilakukan
dengan berbagai pendekatan yaitu:

1) pendekatan kelembagaan, bagaimana supaya arbit-
rase mempunyai organisasi yang terstruktur jelas
disertai dengan tugas dan fungsi (kompetensi) di
dukung sumber daya manusia yang profesional
tersedia dalam jumlah yang cukup. Mudah diak-
ses dengan dukungan informasi yang lengkap;

2) pendekatan sosiologis, supaya masyarakat selalu
mengutamakan musyawarah tidak terjadi permu-
suhan setelah perselisihan diselesaikan, arbitrase
adalah jawaban yang tepat untuk itu sebagaimana
disampaikan oleh Harifin A. Tumpa®® yakni:

a) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak

b) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan
karena hal prosedural dan administrasi

c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menu-
rut keyakinannya mempunyai pengetahuan,
pengalaman serta latar belakang yang cukup
mengenai masalah yang disengketakan, jujur
dan adil

d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum
untuk menyelesaikan masalahnya serta pro-
ses ditempat penyelenggaraan arbitrase

% op. cit, h. 80

% Yahya Harahap, Citra Penegakan Hukum Suatu Kajian Pada
Era PJPT Il, Varia Peradilan No. 117, Tahun 1995, h. 148-149

% Lihat: Kapita Selekta Arbitrase dan Permasalahannya, Mahka-
mah Agung RI, 2003, h. 3; bandingkan dengan pendapat F.F
Ban der Hijden (op.cit, h. 9) yang menyamakan arbitrase den-
gan pengadilan dengan menyebutkan 4 ciri-ciri peradilan yang
sama dengan arbitrase. Tetapi sebenarnya ada perbedaan yang
mendasar antara arbitrase dengan pengadilan yaitu pada sifat/ini-
siatif untuk memilih mekanisme menyelesaikan sengketa yang
sedang dihadapi dimana pada arbitrase “para pihak” harus se-
pakat menyerahkan penyelesaian sengketanya melalui arbitrase
sedangkan apabila melalui pengadilan “salah satu pihak™ dapat
mengajukan gugatan tanpa persetujuan pihak yang lain (salah
satu asas peradilan adalah hakim bersifat pasif, para yustisiabel
datang dengan membawa persoalan mereka untuk diselesaikan
melalui proses peradilan, Lihat: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, h.. 192)
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e) Putusan arbitrase merupakan putusan yang
mengikat para pihak dan dengan melalui tata
cara (prosedur) sederhana saja ataupun dapat
langsung dilaksanakan;

3) pendekatan budaya hukum

Supaya sistem hukum formal dapat berjalan den-
gan sesungguhnya, komponen hukum yang mampu
menggerakkan hukum itu oleh Satjipto Rahardjo di-
namakan budaya hukum.®” Sebagai nilai-nilai, tradisi
dan kekuatan spritual yang menentukan bagaimana
hukum itu dijalankan dalam masyarakat, peranan bu-
daya hukum sangat menentukan karena budaya hu-
kum akan berperan apakah suatu sistem hukum akan
dijalankan atau tidak.

Demikian juga halnya arbitrase sebagai meka-
nisme penyelesaian perselisihan di luar pengadilan
belum berjalan karena tidak di dorong oleh budaya
hukum memiliki posisi pentingsebagaimana dinyata-
kan oleh Uwiyono.%® Hal yang sama juga dinyatakan
Yuhari Robingu®® menggunakan jasa arbitrase adalah
untuk perselisihan yang sangat kompleks sehingga
diperlukan keberadaan pihak ketiga yang diberikan
kewenangan oleh para pihak untuk menetapkan pu-
tusan yang bersifat mengikat dan tetap (final and bin-
ding).

Avrbitrase yang ideal di Indonesia adalah Arbitra-
se Pancasila yang mengandung nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Pada Arbit-
rase Pancasila ini menekankan terwujudnya nilai-ni-
lai keadilan dan permusyawaratan. Oleh karena itu
untuk mencapai kedua nilai tersebut perlu didekati
dengan:

" Satjipto Rahardjo, llmu HukumPencarian, Pembebasan dan
Pencerahan, UMS, Surakarta, 2004, h. 76-77

% Aloysius Uwiyono, Peranan Hukum Perburuhan Dalam Pemu-
lihan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh, Orasi
pengukuhan sebagai guru besar dalam bidang hukum perburu-
han, FH-UI, 11 Juni 2003

% Yuhari Robingu, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai
Implementasi, (Satya Arinanto dan Ninuk Tryanti, ed), Jakarta:
Raja Grafindo Persada, tanpa tahun, h. 422

% Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum itu sangat ber-
hubungan dengan soal perilaku. Karena mesyarakat luas telah
salah kaprah menyamakan kepasttia hukum dengan kepastian
peraturan. Begitu suatu undang-undang dikeluarkan maka pada
saat yang sama muncul kepastian peraturan. Artinya begitu la-
hir suatu produk legislasi, ternyata peraturan bukan satu-satunya
faktor yang menyebabkan munculnya kepastian tersebut masih
ada faktor lain seperti tradisi dan perilaku. Makanya Satjipto Ra-
hardjo berpendapat kepastian berpotensi untuk bertabrakan den-
gan keadilan dan kemanfaatan (teori Radbruch), baca: Satjipto
Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta:PT. Kompas Media
Nusantara, 2007, h. 80-81
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1) Prinsip keadilan sosial

Keadilan sebagai salah satu tujuan hukum (dua
tujuan hukum yang lain adalah kepastian hukum®°
dan kemanfaatan). Keadilan®* sebagaimana dirumus-
kan oleh John Rawls ada 2 (dua) prinsip dasar, yai-
tu: (a) keadilan formal (formal justice, legal justice)
yaitu menerapkan keadilan yang sama bagi setiap
orang sesuai dengan bunyi peraturan dan (b) keadi-
lan substantif (substancial justice) yaitu menerapkan
hukum itu berarti mencari keadilan yang hakiki dan
didukung oleh rasa keadilan sosial.

Arbitrase Pancasila sebagai lembaga baru yang
mengedepankan nilai keadilan (keadilan sosial) dapat
dirasakan oleh si pencari keadilan itu sendiri dan ma-
syarakat. Sebagai mekanisme baru Arbitrase Panca-
sila melakukan perubahan atau terobosan pendeka-
tan hukum responsif dengan meninggalkan hukum
hukum represif.6? Tekanan-tekanan atau perlawanan
terhadap Arbitrase Pancasila harus dimanfaatkan se-
bagai koreksi diri karenanya perlu membuka jalan
untuk perubahan.

Gagasan Arbitrase Pancasila sebagai arbitrase hu-
bungan industrial mengalami perubahan secara radi-
kal, tetapi peneliti memasukkan nilai-nilai Pancasila
sebagai penggerak dari proses bekerjanya Arbitrase
Pancasila itu sendiri.

2) Prinsip Permusyawaratan

Nilai filosofis yang terkandung dalam prinsip
permusyawaratan® ini adalah hakikat rakyat seba-
gai subjek pendukung pokok negara, dari untuk dan

¢ John Rawls, A Theory of Justice, Chapter Il The Principle of Jus-
tice, Publisher: The Belknap Press of Harvard University Press
Cambridge, Massachusetts, 1971, Terjemahan Susanti Adi Nug-
roho, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.
54

2 Nonet dan Seznick membagi tiga tatanan hukum yaitu:

Hukum represif, dengan tanda-tanda adaptasi pasif dan opor-
tunstik dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial
dan politik.

Hukum otonom, merupakan reaksi yang menentang terhadap
keterbukaan yang serampangan. Lebih mengutamakan menjaga
integritas institusional. Hukum mengisolasi dirinya, memper-
sempit tanggungjawabnya dan menrima formalisme buta demi
tercapainya sebuah integritas (baca: Philipe Nonet dan Philip
Selznick, Hukum Responsif,Bandung: Nusa Media, 2013, h. 86-
87

& Sesusi dengan dasar dan tujuan negara maka demokrasi menurut
UUD 1945 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permu-
syawaratan perwakilan yang digali dari peradaban/kebudayaan
Indonesia sendiri, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah
untuk mufakat, baca: Panitia Lima, Uraian Pancasila, Jakarta:
Mutiara,, 1977, h. 56-57

oleh rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupa-
kan asal mula kekuasaan negara.®“Sehingga dalam
sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yaitu: 1).
Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tang-
gungjawab baik terhadap masyarakat bangsa mau-
pun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2).
Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan;
3). Menjamin dan memperkokoh persatuan dan ke-
satuan hidup bersama; 4). Mengakui atas perbedaan
individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbe-
daan adalah merupakan bawaan kodrat manusia; 5).
Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada
setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama;
6). Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama
kemanusiaan yang beradab; 7). Menjunjung tinggi
asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang
beradab; 8). Mewujudkan dan mendasarkan suatu
keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapai tujuan
bersama.® Prinsip kerakyatan ini juga merupakan
motor penggerak bagi pekerja dan pengusaha dengan
jaminan kebebasan memilih Arbitrase Pancasila se-
bagai lembaga yang akan digunakan untuk menye-
lesaikan perselisihan.

Semangat/prinsip musyawarah menjadi landasan
utama dalam setiap tahapan penyelesaian perselisi-
han melalui Arbitrase Pancasila dengan penjelasan
sebagai berikut:
 Setiap terjadi beda pendapat antara pekerja den-

gan pengusaha harus diselesaikan secara langsung
dengan melakukan negosiasi atau musyawarah un-
tuk mencapai mufakat.

+ Apabila dalam musyawarah tercapai kesepakatan
maka beda pendapat tersebut dianggap selesai dan
para pihak kembali pada posisi semula, seperti ti-
dak pernah terjadi beda pendapat.

+ Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kese-
pakatan, harus dibuktikan dengan notulen hasil
musyawarah, maka sejak saat itu telah terjadi per-
selisihan.

« Para pihak akan menyelesaikan perselisihan ini
melalui mediasi atau konsiliasi. Apabila dalam
mediasi atau konsiliasi tercapai kesepakatan maka
akan dibuat perjanjian perdamaian. Tetapi apa-
bila dalam mediasi atau konsiliasi tidak tercapai

% Kaelani, Pendidikan Pancasila, op. cit, h. 82-83
% Ibid
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kesepakatan amak penyelesaiannya akan dilaku-
kan melalui arbitrase, karena itu para pihak wajib
membuat perjanjian arbitrase.

 Pada sidang pertama arbitrase, oleharbiter/majelis
arbitrase wajib ditawarkan kepada para pihak un-
tuk melakukan musyawarah kembali.

» Apabila dalam musyawarah tersebut tercapai ke-
sepakatan maka arbiter akan membuat perjanjian
perdamaian.

+ Apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai
kesepakatan maka majelis arbitrase akan memulai
sidang arbitrase dengan melakukan pemeriksaan
berkas perselisihan.

» Dalam sidang pemeriksaan ini, majelis arbitrase
juga tetap menawarkan upaya musyawarah, yang
apabila tercapai kesepakatan maka majelis arbit-
rase akan membuat perjanjian perdamaian. Tetapi
apabila tidak tercapai kesepakatan maka majelis
arbitrase akan membuat putusan yang diucapkan
pada sidang berikutnya.

» Terhadap putusan majelis arbitrase dapat dilaku-
kan eksekusi setelah memperoleh penetapan dari
Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Kesimpulan
1 Sebagai lembaga baru Pengadilan Hubungan In-
dustrial (PHI) disambut baik dan antusias oleh
para pihak yang berkepentingan stake holder den-
gan harapan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial akanmudah, prosesnya cepat, tidak ada
biaya, ada hakim ad hoc mewakili pekerja dan
pengusaha, serikat pekerja/organisasi pengusa-
ha dapat menjadi kuasa, tidak ada upaya hukum
banding dan kemudahan lainnya. lde pembentu-
kan PHI juga dilandasi tujuan yang baik supaya
penyelesaian perselisihan hubungan industrial le-
bih cepat dengan terwujudnya kepastian hukum.
Setelah PHI beroperasi sejak tanggal 10 April
2006 ketentuan-ketentuan dalam UUPPHI tidak
berjalan semestinya diantaranya mengenai waktu
penyelesaian perselisihan di tingkat PHI selama
50 hari rata-rata diselesaikan 4 s/d 6 bulan (ber-
pedoman SEMA No. 6 tahun 1992 tanggal 21
Oktober 1992). Pada tingkat kasasi di Mahka-
mah Agung (seharusnya selama 30 hari) rata-rata
diselesaikan 1 s/d 4 tahun, tidak sesuai dengan
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Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (UUKK) “Peradilan dila-
kukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”
dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) “Pengadilan
membantu pencari keadilan dan berusaha men-
gatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan” akhirnya berujung pada biaya yang
dikeluarkan oleh pekerja/burun menjadi besar.
Selain itu juga ada faktor yang mempengaruhi
hakim baik secara internal maupun eeksternal.
Pengetahuan hukum (hukum ketenagakerjaan)
hakim pada tingkat PHI dan Mahkamah Agung ti-
dak sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UUKK “harus
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, jujur, adil, profesional dan berpengala-
man di bidang hukum”dapat dilihat dari berbagai
putusan yang telah di ucapkan. Faktor eksternal
yang dapat mempengaruhi hakim menjalankan
tugasnya yaitu kedekatan hubungan pribadi ha-
kim dengan penegak hukum lain (polisi, jaksa
dan pengacara) yang menyulitkan objektifitas pe-
meriksaan dan pembuatan putusan. Selain faktor-
faktor tersebut, peranan kesadaran hukum ma-
syarakat yang rendah turut berpengaruh terhadap
proses peradilan. Faktor eksternal lainnya sistem
pemerintahan, sistem politik negara, sistem eko-
nomi juga turut mempengaruhi proses peradilan/
kebebasan hakim di Indonesia.Karena berbagai
faktor tersebut maka pekerja dan pengusaha di-
beri ruang dan waktu atau diberi kebebasan untuk
memilih atau kanalisasi atau saluran baru untuk
mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan
hukum melalui peradilan/PHI.

Arbitrase tidak menjadi pilihan bagi para pihak
dalam menyelesaikan perselisinan disebabkan
kurangnya sosialisasi baik oleh pemerintah, se-
rikat pekerja/serikat buruh atau tidak terinternali-
sasi dengan baik. Internalisasi. Karena tidak ter-
sosialisasi dengan baik pekerja tidak menemukan
nilai intrinsik yang berharga di dalam arbitrase.
Konten juga harus dapat menerima perubahan
dan menyesuaikan dengan keadaan. Artinya pe-
kerja tidak menemukan keunggulan dalam arbit-
rase. Untuk merubah pola pikir para pihak maka
arbitrase sebagai mekanisme hukum baru harus
diberdayakan dengan instrumen yang mudah di-
serap oleh pekerja khususnya melalui pelemba-
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gaan dani nternalisasi pola perilaku, pembentu-
kannormadenganketentuan untuk penegakan dan
internalisasi nilai-nilai yang tersirat dalam hu-
kum. Di dalam proses arbitrase, masing-masing
pihak yang bersengketa diberikan kesempatan
untuk didengarkan dan mengajukan argumen-
argumen untuk memperkuat dalil yang dimiliki.
Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, te-
tap menjaga hubungan kontraktual diantara para
pihak berselisih. Bahkan melalui arbitrase menja-
di pertanda bahwa para pihak memiliki komitmen
hubungan dalam jangka panjang. Mengingat sifat
arbitrase sebagai salah satu alternatif penyeles-
aian sengketa di luar pengadilan akan berdampak
pada beban lembaga peradilan terutama Mahka-
mah Agung menjadi lebih ringan. Oleh karena
itu, upaya-upaya pengakuan kompetensi absolut
arbitrase dan pelaksanaan keputusan arbitrase se-
suai ketentuan perundang-undangan, merupakan
beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk
memajukan lembaga arbitrase.

Perspektif politik hukum khususnya politik kete-
nagakerjaan menjunjung tinggi kebebasan para
pihak untuk memilih peyelesaian perselisihan
melalui litigasi dan non-litigasi dengan menge-
depankan musyawarah win-win solution. Dalam
musyawarah tetap berdasarkan aturan, nilai-nilai
keadilan, kebersamaan, putusan adil untuk kepen-
tingan bersama. Perbaikan regulasi dengan me-
ngajukan amandemen melalui mahkamah kons-
titusi mengenai kompetensi arbitrase (bahkan
mengadakan revisi UUK dan UUPPHI). Upaya
ini harus di dukung political will pembentuk un-
dang-undang. Model arbitrase hubungan indus-
trial yang ditawarkan adalah Arbitrase Pancasi-
la. Secara konstitusional Pancasila adalah dasar
negara yang mengandung nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat. Aktualisasi nilai-nilaiitu sa-
lah satunya melalui Arbitrase Pancasila. Prinsip
musyawarah adalah kata kunci Arbitrase Panca-
sila. Karena itu pada setiap tahapan penyelesaian
perselisihan melalui Arbitrase Pancasila harus
melewati musyawarah. Secara perspektif poli-
tik hukum Arbitrase Pancasila menjadi pilihan
para pihak yang berselisih. Peradigma masyara-
kat berubah dengan menjadikan PHI merupakan
pilihan terakhir para pihak untuk menyelesaikan
perselisihan/ultimum remedium

Saran

1 Secara substansial ketentuan yang mengatur ar-
bitrase sudah cukup memadai tetapi masih perlu
diadakan perbaikan, secara kelembagaan teruta-
ma mengenai kompetensinya, mekanisme kerja
sehingga proses penyelesaian perselisihan men-
jadi cepat yang berakibat biaya murah (terjang-
kau terutama oleh pekerja), ketersediaan arbiter
profesional yang mampu melaksanakan tugasnya
dengan baik dan menghasilkan putusan yang di-
terima para pihak.

2. Peran pemerintah, serikat pekerja dan assosiasi
pengusaha untuk secara intensif melakukan in-
ternalisasi bahwa arbitrase adalah salah satu pi-
lihan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan.
Keberhasilan sosialisasi ini akan turut meringan-
kan beban PHI dan MA terhadap menumpuknya
perkara.

3. Dengan politik ketenagakerjaan yang bersifat
populis sosialisasi Arbitrase Pancasila yang men-
gandung nilai-nilai kebangsaan yang sudah terta-
nam dengan baik di kalangan masyarakat akan
mempermudah penerimaan Arbitrase Pancasila
sebagai alternatif utama penyelesaian perselisi-
han. Dengan Arbitrase Pancasila hubungan in-
dustrial yang adil, demokratis dan bermartabat
akan terpelihara dengan baik.
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